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ABSTRACT

The background of this research is the PTUN Decision No. 154/G/2016. The
judge adjudicating the issue of overlapping between the defendant's HGB certificate
of PT. Bina Usaha Kampus and the plaintiff as the holder of the HM certificate,
which allegedly resulted in a land dispute over an area of approximately 30,510 m2,
has rendered a binding decision on the matter. Therefore, the purpose of this study
is to determine the following: (1) the factors causing the overlap between the HGB
certificate and the HM certificate at the Surabaya Il land office; (2) the resolution
method for overlapping HGB and HM certificates at the PTUN; (3) the status of
land rights after the issuance of a legally binding final judicial decision.

The research method used in this study is normative legal research. The
approaches used are the statutory approach and the case approach. This research
was conducted by collecting and analyzing secondary data or literature materials
consisting of primary legal materials and secondary legal materials.

The results of the research conducted by the researcher on PTUN Decision
No. 154/G/2016 yield the following conclusions: (1) The factors causing the
overlapping dispute between HGB and HM are boundary designation errors, invalid
mapping, and parties seeking to claim the land. (2) The litigation dispute resolution
process through PTUN Surabaya follows stages from the first level, then the appeal
level, followed by the cassation level, and finally the last resort at the first and
second judicial review levels, resulting in a win for the holder of the Building Use
Rights, PT. Bina Usaha Kampus, proving there is no overlap. (3) The status of land
rights after resolving through litigation is that the Certificate of Ownership Number:
15/Kelurahan Gunung Anyar Tambak does not overlap with the Certificate of
Building Use Rights Number: 2663/Kelurahan Gunung Anyar Tambak.
Keywords: Certificate of Ownership, Building Use Rights Certificate,

Overlapping, Administrative Court
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Berlandaskan norma Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa:
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tanah
merupakan peran penting untuk kebutuhan fundamental bagi makhluk hidup karena
dapat menunjang kegiatan dan kebutuhan manusia atau makhluk hidup lainnya,
mengingat begitu pentingnya tanah bagi masyarakat yang menggantungkan
kehidupannya dalam aspek sumber daya alam maupun aspek pembangunan.

Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris yang mengandalkan sektor
agraris nya menjadikan tanah sebagai pokok yang tidak bisa dipisahkan oleh
makhluk hidup khususnya dalam hal ini adalah manusia, dengan dijadikan faktor
yang sangat penting sehingga membuat orang berebut kepemilikan hak atas tanah
hingga menimbulkan banyak permasalahan pertanahan. Oleh sebab itu tanah
merupakan hal yang riskan bahkan ada pepatah jawa yang menyebutkan “sedumuk
batuk senyari bumi’yang artinya walaupun hanya sejengkal tanah dipertahankan
sampai mati (Mudjiono,1993).

Tanah dengan dimensinya yang unik kerap melahirkan permasalahan yang
tidak sederhana, baik permasalahan yang dimensi sosial, politik, hukum maupun
berdimensi lebih luas dan kompleks melingkupi berbagai bidang kehidupan
manusia. Berbagai aspek mengenai tanah sudah banyak disajikan melalui
penelitian-penelitian dan tulisan oleh para pakar berbagai disiplin hukum, demikian
halnya dengan berbagai aspek hukum menyangkut tanah, yang salah satunya
permasalahannya dibidang dimensi hukum berupa konflik (sengketa) tanah
(Manggala dan Sarjita, 2005).

Menurut Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 Tentang
Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Permen ATR/BPN No0.21/2020)
dijelaskan bahwa Kasus Pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara
Pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan. Sedangkan
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sengketa tanah yang selanjutnya disebut sengketa adalah perselisihan pertanahan
antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas,
sementara itu konflik tanah yang selanjutnya disebut Konflik adalah perselisihan
pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan
hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.
Tindak lanjut dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, maka diundangkan
Undang-Undang NO.5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria atau disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UU 5/1960 UUPA).
Bidang tanah merupakan aspek yang sangat penting sehingga membuat
orang berebut kepemilikan hak atas tanah hingga menimbulkan banyak
permasalahan pertanahan yang perlu ditangani secara khusus dari pihak pemerintah
yang berwenang agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum atas hak tanah.
Pasal 16 (UU 5/1960 UUPA), Kepemilikan terhadap tanah diwujudkan dengan
adanya hak-hak sebagai berikut: 1) Hak Milik, 2) Hak Guna Bangunan, 3) Hak
Guna Usaha, 4) Hak Pakai, 5) Hak Sewa, 6) Hak Membuka Tanah, 7) Hak
Memungut Hasil Hutan, dan 8) Hak Hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak
tersebut.
Dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia No.3 Tahun
2011 (PKBPN No0.3/2011) meskipun telah diperbarui peraturan tersebut masih
sangat relevan bahwa secara garis besar tipologi kasus-kasus dibidang pertanahan
dapat dibagi menjadi lima kelompok, yaitu:
1. Kasus-kasus berkenaan dengan penggarapan rakyat atas tanah-tanah
perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
2. Kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan landreform.
3. Kasus-Kasus berkenaan dengan ekses-ekses penyediaan tanah untuk
perkebunan.
4. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah.
5. Sengketa berkenaan dengan tanah ulayat.
Pada dasarnya sumber konflik pertanahan sekarang ini sering terjadi antara lain
disebabkan oleh:
1. Pemilikan/penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata;

2. Ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan non pertanian;
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Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah;

Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah

(hak ulayat)

5. Lemahnya posisi masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan
tanah;
6. Permasalahan pertanahan dalam penerbitan sertifikat yang antara lain;

a. Proses penerbitan sertifikat tanah yang lama dan mahal,

b. Sertipikat palsu,

c. Sertipikat tumpang tindih,

d. Pembatalan sertifikat,

Sengketa tanah diatur dalam (PKBPN No0.3/2011) mendefinisikannya
sebagai sengketa tanah yang melibatkan badan hukum, badan, atau orang
perseorangan. dalam penyelesaian permasalahan pertanahan ada dua jalur yang bisa
ditempuh yaitu dengan jalur litigasi bersifat perdata penyelesaiannya oleh
pengadilan dilakukan berdasarkan ketentuan HIR/RBG HIR merupakan ketentuan
hukum acara perdata yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, sementara RBG
yaitu hukum ketentuan acara perdata yang berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan
Madura. Dan non litigasi penyelesaian secara diluar pengadilan dengan
menggunakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa atau Alternative Dispute
Resolution (ADR) atau bisa disebut juga melalui mediasi, yang telah diatur dalam
Undang Undang No.30 Tahun 1999.

Di setiap daerah umumnya, memiliki kasus pertanahan yang bervariasi,
salah satu diantaranya kasus pertanahan yang terjadi di Kota Surabaya, dimana
setiap Kabupaten/Kota memiliki jumlah dan jenis kasus pertanahan yang berbeda.
Salah satu contoh dari permasalahan pertanahan yang diselesaikan melalui secara
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah permasalahan overlapping
(tumpang tindih) Hak Guna Bangunan dengan Hak Milik yang terjadi Di Kota
Surabaya Provinsi Jawa Timur. Diangkat dalam penelitian ini adalah Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara No0.154/G/2016. Hakim yang mengadili tentang
permasalahan perkara pertanahan overlapping (tumpang tindih) antara Tergugat
Hak Guna Bangunan PT. Bina Usaha Kampus dengan Penggugat selaku pemegang

Hak Milik yang diduga terjadinya sengketa overlapping (Tumpang Tindih)
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sebidang tanah seluas kurang lebihnya 30.510 m2 telah memutuskan perkara
tersebut yang telah mengikat (InKracht Van gewijsde).

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis dalam menyusun
skripsi ini tertarik untuk mengkaji tentang proses penyelesaian perkara pertanahan
overlapping (tumpang tindih) di Kantor Pertanahan Kota Surabaya Il, Penelitian
guna mengkaji lebih mendalam tentang penyelesaian perkara pertanahan tersebut
dengan judul “Penyelesaian Kasus Perkara Overlapping (Tumpang Tindih)
Sertipikat Hak Guna Bangunan Dengan Sertipikat Hak Milik Di Lembaga

Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Kantor Pertanahan Surabaya 11)”

B. Rumusan Masalah

1. Apa Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkara Pertanahan Overlapping
(Tumpang Tindih) Sertifikat Hak Guna Bangunan Dengan Sertifikat Hak
Milik Di Kantor Pertanahan Kota Surabaya Il ?

2. Bagaimana Penyelesaian Perkara Pertanahan Overlapping (Tumpang
Tindih) Hak Guna Bangunan Dengan Sertifikat Hak Milik Di Lembaga
Peradilan Tata Usaha Negara?

3. Bagaimana Kedudukan Hak Atas Tanah Setelah Dikeluarkannya Putusan
Lembaga Peradilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Putusan TerakhirKali-

nya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
a. Tujuan penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penulis pada penelitian ini berdasarkan
rumusan masalah diatas, maka tujuannya adalah sebagai berikut:
1. Tujuan Obyektif
a. Untuk mengetahui faktor faktor penyebab terjadinya overlapping
(tumpang tindih) dikantor pertanahan kota surabaya 11
b. Untuk mengetahui cara penyelesaiannya sengketa hak atas tanah

karena adanya indikasi perbuatan melawan hukum

c. Untuk mengetahui kedudukan akhir hak atas tanah nya berdasarkan

pertimbangan hakim dalam mengkategorisasikan perbuatan
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melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat | dan tergugat Il pada
tinjauan yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
No. 154/G/2016.
2. Tujuan Subyektif
Tujuan pribadi penulis ini dibuat guna memenuhi dan melengkapi
tugas skripsi sebagai salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar

sarjana.

b. Manfaat Penelitian
Terbagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari manfaat akademis,
kegunaan sosial, dan kegunaan praktis sebagai berikut:
1. Manfaat akademis
Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan
sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan Kkhususnya
dalam aspek hukum mengenai permasalahan pertanahan, dan
penyelesaiannya.
2. Kegunaan sosial
Secara sosial, penelitian ini dapat memberikan gambaran secara umum
kepada masyarakat tentang permasalahan dan penyelesaiannya.
3. Kegunaan praktis
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pandangan hukum, masukan dan saran tentang penyelesaian sengketa
overlapping (tumpang tindih) dalam rangka pelaksanaan putusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (In kracht van gewijsde).
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BAB VII

PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari analisis sebagaimana terurai diatas, disimpulkan bahwa kasus
yang terjadi antar Endang Suyanti melawan Badan Pertanahan Kota
Surabaya Il dan PT. Bina Usaha Kampus adanya beberapa faktor
terjadinya sengketa overlapping (tumpang tindih) vyaitu kesalahan
penunjukan batas, belum melakukan pemetaan tunggal, adanya pihak yang

ingin mengklaim bidang tanah tersebut.

Maka sebab itu perkara ini diselesaikan melalui proses penyelesaian
sengketa jalur litigasi dengan penyelesaian perkara melalui Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya setelah melewati proses tingkat pertama,
kemudian tingkat banding, dilanjutkan dengan tingkat kasasi, hingga
upaya terakhir pada tingkat peninjauan kembali | dan Il. Pada Tingkat
Peninjauan Kembali Il dengan Putusan Nomor 127 PK/TUN/2020
berdasarkan hasil Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Surabaya dalam
mengadili perkara pertanahan overlapping (tumpang tindih) terhadap Hak
Guna Bangunan dengan Hak Milik dalam putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Kota Surabaya Nomor : 127 PK/TUN/2020 bahwa kasus
dimenangkan oleh pemegang Hak Guna Bangunan selaku pemilik PT.

Bina Usaha Kampus terbukti tidak tumpang tindih.

Bedasarkan hasil putusan peninjauan kembali Il Nomor : 127
PK/TUN/2020 bahwa kedudukan akhir hak atas tanah tersebut di
menangkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya Il dan PT. Bina
Usaha Kampus dengan adanya putusan tersebut sampai saat ini belum
adanya pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No0.2663/Kel.Gunung
Anyar Tambak dankedudukan hak atas tanah tersebut dinyatakan sah
secara putusan bahwa tidak terjadi overlapping (tumpang tindih)
dimenangkan oleh pemilikPT. Bina Usaha Kampus selaku pemegang
Sertipikat Hak Guna Bangunan N0.2663/Kel.Gunung Anyar Tambak.
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B. Saran
Dalam upaya penyelesaian permasalahan tumpang tindih yang
dihadapi, peneliti menyarankan :

1. Disarankan kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya Il agar
meminimalisis terjadinya tumpang tindih sertipikat hak atas tanah
yaitu dengan melakukan program antara lain ;

a) Program komputerisasi peta pendaftaran tanah.
b) Penertiban proses pendaftaran tanah dan penertiban mengenai
informasi tanah.

2. Pihak-pihak yang bersengketa sebaiknya perlu memperhatikan dan
juga mempertimbangkan upaya mediasi dan juga solusi-solusi yang
ditawarkan Badan Pertanahan Nasional guna mempercepat proses
penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi.

3. Terhadap para pihak yang bersengketa sebelum mengajukan perkara
nya ke pengadilan sebaiknya mengecheck kembali terkait informasi
tanahnya terkait riwayat tanahnya dan terhadap alas hak nya agar tidak

adanya kesalahpahaman ketika mengajukan permohonan.
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Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Nasional No.11 Tahun

2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor | Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi Di

Pengadilan.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Sengketa

Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
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